PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 31 TAHUN 2005
TENTANG
SEKRETAR AT NEGARA DAN SEKRETAR AT KABI NET

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG VAHA ESA
PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :

a. bahwa dalam rangka nenbantu Presiden dan Vékil Presiden dal am
nenyel enggar akan kekuasaan negara dan penerintahan, diperl ukan
peni ngkatan penberian dukungan teknis dan admnistrasi secara
terpadu, efisien dan efektif;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, naka di pandang perlu
untuk nenata kenbali organisasi Sekretariat Negara dan Sekretari at
Kabi net ;

Mengi ngat

1. Pasal 14 ayat (1) Unhdang- Uhdang Dasar Negara Republik | ndonesia Tahun
1945,

2. Keput usan Presiden Nonor 187/ M Tahun 2004 sebagai nana tel ah di ubah
dengan Keput usan Presi den Nonor 8/ M Tahun 2005;

3. Keput usan Presiden Nonor 188/ M Tahun 2004 sebagai mana tel ah di ubah
dengan Keput usan Presi den Nonor 192/ M Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menet apkan:
PERATURAN PRESI DEN TENTANG SEKRETAR AT NEGARA DAN SEKRETAR AT KABI NET.

BAB |
SEKRETAR AT NEGARA

Bagi an Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1
Sekretariat Negara adal ah |enbaga Penerintah yang dipinpin oleh Mnteri
Sekretaris Negara, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presi den.

Pasal 2
Sekretariat Negara nenpunyai tugas nenberikan dukungan teknis dan

admnistrasi kepada Presiden dan Vékil Presiden dal am nenyel enggar akan
kekuasaan negar a.

Pasal 3

Cal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 2, Sekretariat



Negar a nenyel enggar akan fungsi :

a.

0o

(1)

(2)

(3)

(1)

penberi an dukungan teknis dan admni strasi kepada Presiden dan Véki |
Presiden dalam pel aksanaan tugasnya nenyel enggarakan kekuasaan
negar a;

penyi apan naskah- naskah Presi den dan Vékil Presiden;

koordinasi penberian pelayanan kerunahtanggaan dan Kkepr ot okol an
kepada Presi den dan Vékil Presiden;

koor di nasi penberi an dukungan tekni s dan admni strasi kepada Presiden
dal am nenyel enggar akan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkat an Laut, dan Angkatan Wlar a;

penyel enggar aan adm ni strasi pengangkat an, pem ndahan, dan
penber henti an dal am dan dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri
Spil di lingkungan Sekretariat Negara dan Pej abat Negar a;

penberian dukungan teknis dan admnistrasi serta analisis dal am
rangka penyiapan izin prakarsa dan penyel esaian rancangan
Undang-undang, Peraturan Penerintah Pengganti Uhdang-undang dan
Peraturan Penerintah, serta penberian pertinbangan kepada Sekretaris
Kabi net dal am penyusunan rancangan Perat uran Presi den;

pel aksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Presiden dan Vékil
Presi den;

pel aksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh peraturan
per undang- undangan.

Bagi an Kedua
Susunan O gani sasi
Pasal 4

Sekretariat Negara, terdiri dari:

Runah Tangga Kepr esi denan;

Sekretariat kil Presiden;

Sekretariat Mliter;

Sekrtariat Menteri Sekretaris Negara;

Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Dukungan Kebi j akan;
Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Sunber Daya Manusi a;
Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Hubungan Kel enbagaan;
Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Perundang- Undangan;
Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Pengawasan;

Saf Anhli.

Runah Tangga Kepresi denan dan Sekretariat Mliter berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Presiden dan secara admnistratif
di koor di nasi kan ol eh Menteri Sekretaris Negara.

Sekretariat VWékil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Vékil Presiden dan secara admnistratif dikoordi nasi kan ol eh
Menteri Sekretaris Negara.

TTFeTmea00Y

Pasal 5

Sekretaris Menteri Sekretaris Negara nenpunyai tugas nenbantu Menteri
Sekretaris Negara dal am nenyel enggar akan penberian dukungan teknis
dan admnistrasi di bidang perencanaan program admni strasi
keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerjasana teknik |uar negeri,
dan admnistrasi unumlai nnya di |ingkungan Sekretariat Negara.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Dukungan Kebij akan, menpunyai
tugas nenbantu Menteri Sekretaris Negara dal am nenyi apkan bahan dan
data yang diperlukan dalam rangka nendukung kebijakan Presiden,
penyi apan naskah kenegaraan, penerjenahan, pengel ol aan informasi, dan
nasal ah- masal ah hubungan i nt er nasi onal .

Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Sunber Daya Manusi a nmenpunyai
tugas nenbantu Menteri Sekretaris Negara dal am nenyel enggar akan
admni strasi pengangkatan, pem ndahan, dan penberhentian dal am dan
dari jabatan dan atau pangkat Pegawai Negeri S pil di [|ingkungan
Sekretariat Negara dan Pejabat Negara, serta nengenbangkan sunber
daya nmanusi a, pengkajian serta  penyusunan  oOrgani sasi dan
ket at al aksanaan di |ingkungan Sekretariat Negara.

Deputi  Menteri  Sekretaris Negara dang Hibungan Kel enbagaan
nenpunyai tugas nenbantu  Menteri Sekretaris Negara dal am
nenyel enggarakan hubungan dengan |enbaga-|enbaga tinggi negara,
lenbaga legislatif daerah, organisasi politik, |enbaga swadaya
nasyar akat, dan organi sasi kenasyar akat an.

Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Perundang-undangan nenpunyai
tugas nenbantu Menteri Sekretaris Negara dal am nenyel enggar akan
penberian dukungan teknis dan admnistrasi serta analisis dal am
rangka penyiapan izin prakarsa dan penyel esaian rancangan
Undang-undang, Peraturan Penerintah Pengganti Uhdang-undang dan
Peraturan Penerintah, penyiapan pertinbangan Mnteri Sekretaris
Negar a kepada Sekretaris Kabi net dal am penyusunan rancangan Perat uran
Presi den.

Deputi Menteri Sekretaris Negara B dang Pengawasan nenpunyai tugas
nenbantu Menteri Sekretaris Negara dal am nel aksanakan pengawasan dan
pengenbangan akuntabilitas kinerja dilingkungan Sekretariat Negara
dan penanganan pengaduan nasyar akat .

Saf Ahli Menteri Sekretaris Negara, nenpunyai tugas nenbantu Menteri
Sekretaris Negara dal am nel aksanakan pengkajian, dan penyanpai an
hasil analisis, serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan
keahl iannya, baik atas permntaan Menteri Sekretaris Negara naupun
atas prakarsa sendiri .

Pasal 6

Deputi Menteri Sekretaris Negara terdiri dari paling banyak 5 (1ina)
Biro, Bro terdiri dari paling banyak 5 (lima) Bagian, dan Bagi an
terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an.

Jumtah Staf Ahli paling banyak 5 (1ina).

O lingkungan Sekretariat Negara dapat di bentuk Pusat, yang terdiri
dari Bagian Tata Waha dan paling banyak 4 (enpat) dang, Bagi an
Tata Wsaha terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an dan B dang
terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbi dang.

O lingkungan, Sekretariat Negara dapat dibentuk Uhit, yang terdiri
dari Subbagi an Tata Wsaha dan pal i ng banyak 3 (tiga) Subbi dang.

Bagi an Ketiga
Rumah Tangga Kepr esi denan
Pasal 7



(1)

(2)

Rumah Tangga Kepresidenan dipinpin oleh Kepala Runah Tangga
Kepresi denan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
dan secara admnistratif dikoordinasikan oleh Mnteri Sekretaris
Negar a.

Rumah Tangga Kepr esi denan nenpunyai tugas menyel enggar akan penberi an
dukungan teknis dan admnistrasi kerunahtanggaan dan kepr ot okol an
kepada Presi den.

Pasal 8

Dal am nel aksanakan tugas sebagai mana di naksud dal am Pasal 7 ayat (2), Runmah
Tangga Kepr esi denan nenyel enggar akan f ungsi

a.

-0

TS o«

Rumah

(1)

(2)

penyi apan dan pel aksanaan acara kenegaraan dan acara |ainnya yang
dipinpin atau dihadiri Presiden, dan acara lain yang dihadiri
Presiden dan atau isteri/suam presiden;

penyi apan dan pel aksanaan acara perjalanan Presiden dan atau
isteri/suam Presiden baik di dal amnaupun di |uar negeri;

penyel enggaraan urusan keprotokolan Presiden dan isteri/ suam
Presi den;

pengkoor di nasi an kegi atan pers dan nedia di |ingkungan Rumah Tangga
Kepr esi denan;

pengel ol aan i stana-i stana Presi den beserta nuseumdan sanggar seni;
penyel enggar aan pel ayanan kerunaht anggaan Presiden dan isteri/suam
Presi den;

perencanaan program dan anggaran, serta pengel ol aan keuangan di
I i ngkungan Rumah Tangga Kepr esi denan;

pengel ol aan anggar an khusus Presi den;

pel ayanan admni strasi unumdi |ingkungan Rumah Tangga Kepr esi denan;
penberi an petunj uk-petunjuk teknis di bidang kerunmahtanggaan kepada
para ajudan Presiden dan ajudan isteri/suam Presiden serta Dokter
Pribadi isteri/suam Presiden;

koordi nasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka penberian
| ayanan kesehat an Presiden dan atau isteri/suam Presiden.

Pasal 9

Tangga Kepresidenan terdiri dari:

Deputi Kepala Runah Tangga Kepr esi denan dang Kerunaht anggaan dan
Pengel ol aan | st ana;

Deputi Kepala Rumah Tangga Kepresi denan dang Protokol, Pers dan
Medi a.

Pasal 10

Ceputi Kepala Rumah Tangga Kepresi denan dang Kerunaht anggan dan
Pengel ol aan |stana nenpunyai tugas nenbantu Kepala Runah Tangga
Kepresi denan dal am nenyel enggarakan pel ayanan  ker unaht anggaan
Presiden dan atau istri/suam Presiden, Tamu Negara, dan pengel ol aan
istana serta kegiatan penting lainnya di |ingkungan Rumah Tangga
Kepr esi denan.

Deputi Kepal a Rumah Tangga Kepresi denan B dang Protokol, Pers, dan
Medi a nenpunyai tugas nenbantu Kepal a Rumah Tangga Kepr esi denan dal am
nenyel enggar akan urusan keprot okol an, pers, dokunentasi, nedia, dan
informasi kegi atan yang dil akukan ol en Presiden dan atau istri/suam



(1)

(2)

(1)

(2)

Pr esi den.
Pasal 11

Ceputi Kepal a Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari paling banyak 5
(I nma) ro, ro terdiri dari paling banyak 5 (linma) Bagian, Bagian
terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an.

O lingkungan Rumah Tangga Kepresidenan dapat dibentuk Unit, yang
terdiri dari Subbagian Tata Wsaha dan paling banyak 3 (tiga)
Subbi dang.

Bagi an Keenpat
Sekretariat VWkil Presiden
Pasal 12

Sekretariat VWkil Presiden dipinpin oleh Sekretaris Vékil Presiden,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Vékil Presiden dan
secara admnistratif dikoordi nasi kan ol eh Menteri Sekretaris Negara.
Sekretariat Vékil Presiden nenpunyai tugas nenyel enggarakan penberi an
dukungan teknis dan admnistrasi kerunahtanggaan dan kepr ot okol an
kepada Vékil Presiden, serta dukungan penganbilan kebijakan kil
Presi den dal am penyel enggar aan peneri nt ahan dan penbangunan.

Pasal 13

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 12 ayat (2),
Sekretariat Wki|l Presiden nenyel enggar akan fungsi :

a.

penyi apan dan pel aksanaan acara kenegaraan dan acara |ainnya yang
dipinpin atau dihadiri Vékil Presiden, dan acara lain yang dihadiri
VWkil Presiden dan atau isteri/suam Wékil Presiden;

penyi apan dan pel aksanaan acara perjal anan kil Presiden dan atau
isteri/suam Vékil Presiden baik di dal amnaupun di |uar negeri;

penyi apan data, infornmasi, telaahan atau kajian, dan | aporan nengenai
nmasal ah- masal ah yang terkait dengan tugas Vékil Presiden dal amrangka
nenbantu Presiden dal am penyel enggaraan penerintahan Negara pada
unurmya, naupun dal am pel aksanaan tugas-tugas tertentu yang di beri kan
Presi den kepada Véki| Presiden;

pel aksanaan hubungan dan kerjasama dengan |enbaga tinggi negara,
departenen dan |enbaga penerintah |ainnya, serta pihak-pihak lain
yang di perl ukan dal amrangka kel ancaran pel aksanaan t ugasnya;

per encanaan program dan anggaran dal am rangka kel ancaran pel aksanaan
tugas-tugas Vékil Presiden;

penyi apan bahan untuk penberian keterangan pers dan penberitaan nedi a
nassa, serta pel ayanan penerj emahan;

koordinasi dengan unit-unit kerja lain di |ingkungan Sekretariat
Negara dan Sekretariat Kabinet, dalam rangka penberian dukungan
teknis dan admnistrasi bagi pel aksanaan tugas-tugas Vékil Presiden;
penberi an dukungan teknis dan admnistrasi yang diperlukan bagi
kel ancaran pel aksanaan tugas penasehat atau tim kerja yang akan
di t et apkan kenudi an guna nenbantu Vékil Presiden;

penyel enggar aan pel ayanan kerunaht anggaan kepada Vékil Presiden dan
atau isteri/suam Vékil presiden;



] - penyel enggar aan pel ayanan kepr ot okol an kepada Vékil Presiden dan atau
isteri/suam Vékil Presiden;

k. penberian petunj uk-petunjuk teknis di bidang kerunahtanggaan kepada

para ajudan Vékil Presiden dan ajudan isteri/suam Wékil Presiden

serta Dokter Pribadi isteri/suam Vékil Presiden;

koordi nasi dengan Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka penberian

| ayanan kesehatan Veékil Presiden dan atau isteri/ suam VékKil

Presi den;

pengel ol aan keuangan di |ingkungan Sekretariat Vékil Presiden;

pengel ol aan anggar an khusus Vékil Presiden;

pel ayanan admni strasi umumdi |ingkungan Sekretariat Vékil Presiden;

pel aksanaan fungsi-fungsi |ain yang di beri kan ol eh Vékil Presiden.

“os53

Pasal 14
Dalam hal Wékil Presiden dibantu oleh Saf Khusus, Sekretariat Veékil
Presi den nel akukan tugas koordinasi pel ayanan admni strasi yang di perl ukan
unt uk nendukung kel ancaran tugas sehari-hari Staf Khusus tersebut.

Pasal 15

Saf Khusus Vékil Presiden sebagai nana di naksud dal am Pasal 14, diatur
dal amperaturan tersendiri .

Pasal 16

Sekretariat Vakil Presiden terdiri dari:

a. Deputi Sekretaris Vékil Presiden B dang Politik;

b. Deputi Sekretaris Vkil Presiden B dang Ekonom;

C. Deputi Sekretaris Vékil Presiden B dang Kesej aht eraan Rakyat ;

d. Deputi  Sekretaris Vékil  Presiden dang Dukungan Pengawasan
Peneri nt ahan dan Penbangunan;

e. Deputi Sekretaris Vékil Presiden B dang Admnistrasi.

Pasal 17

(1) Deputi Sekretaris Vékil Presiden Bidang Politik nenpunyai tugas
nenbantu Sekretaris Vékil Presiden dal am nenyel enggar akan penberi an
dukungan teknis kepada VE¥ki l Presiden di bidang politik,
penerintahan, kew layahan, hukum hak asasi nanusia, wawasan,
pertahanan negara, keamanan, dan ketertiban nmasyar akat .

(2) Deputi Sekretaris Vékil Presiden B dang Ekonom nenpunyai tugas
nenbantu Sekretaris Vékil Presiden dal am nenyel enggar akan penberi an
dukungan teknis kepada Vékil Presiden di bidang ekonom, keuangan,
perindustrian, dan perdagangan.

(3) Deputi Sekretaris Wakil Presiden dang Kesejahteraan Rakyat
nenpunyai tugas nenbantu  Sekretaris < VékKil Presiden dal am
nenyel enggar akan penberi an dukungan teknis kepada Vékil Presiden di
bi dang kesej aht eraan rakyat .

(4) Deputi Sekretaris WAkil Presiden Bidang Dukungan Pengawasan
Pereri ntahan dan Penbangunan nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris
Vékil Presiden dalam nenyel enggarakan penberian dukungan teknis
kepada Wékil Presiden di bidang pengawasan pel aksanaan ot onom
daerah, nonitoring penanganan korupsi, pengawasan penbangunan dan



(9)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

pengaduan nasyar akat .

Deputi Sekretaris Vékil Presiden B dang Admnistrasi nenpunyai tugas
nenbantu Sekretaris Wakil Presiden dal am nenberi kan dukungan teknis
dan admnistrasi kepada Vékil Presiden dan atau isteri/suam VéKil
Presiden di bidang kerunahtanggaan, keprotokol an, perl engkapan,
dokunent asi, dan nedi a nassa serta admni strasi unum/| ai nnya.

Pasal 18

Deputi Sekretaris Wkil Presiden terdiri dari paling banyak 5 (Iina)
ro, ro terdiri dari paling banyak 5 (lina) Bagian, Bagian terdiri
dari paling banyak 4. (enpat) Subbagi an.

O lingkungan Sekretariat Vékil Presiden dapat dibentuk Pusat, yang
terdiri dari Bagian Tata Wsaha dan paling banyak 4 (enpat) B dang,
Bagian Tata Wsaha terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbagi an dan
dang terdiri dari paling banyak 4 (enpat) Subbi dang.

O lingkungan Sekretariat Vékil Presiden dapat dibentuk Unit, yang
terdiri dari Subbagian Tata Wsaha dan paling banyak 3 (tiga)
Subbi dang.

Bagi an Keenpat
Sekretariat Mliter
Pasal 19

Sekretariat Mliter dipinpin oleh Sekretaris Mliter, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara admnistratif
di koor di nasi kan ol eh Menteri Sekretaris Negara.

Sekretariat Mliter nenpunyai tugas nenyel enggarakan penberian
dukungan teknis dan admnistrasi kepada Presiden dal am nel aksanakan
kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Wdar a, pel ayanan teknis dan admnistrasi pengangkatan atau
penber henti an dal am j abat an serta kepangkatan perw ra Angkat an Darat,
Angkatan Laut, Angkatan Wdara, dan Kepolisian Negara Republik
| ndonesi a serta nengkoor di nasi kan penyel enggar aan pengamanan Presi den
dan Wékil Presiden beserta keluarga, termasuk tamu negara setingkat
Kepal a Negar a/ Kepal a Peneri nt ahan negara asi ng.

Sekretaris Mliter karena jabatannya nel aksanakan tugas sebagai
Sekretaris Jenderal Dewan Tanda- Tanda Kehor mat an Republ i k | ndonesi a.

Pasal 20

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di maksud dal am Pasal 19 ayat (2), dan

(3),
a.

Sekretariat MIliter nenyel enggarakan fungsi:

penberi an dukungan teknis dan admni strasi pel aksanaan tugas Presiden
sebagai penegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Laut, dan Angkatan Wlar a;

penberian dukungan teknis dan admni strasi pengkoor di nasi an
penyel enggaraan pengananan dal am rangka pengananan fisik dan non
fisik bagi Presiden dan Vékil Presiden beserta keluarga, ternasuk
tamu negara setingkat Kepal a Negara/ Kepal a Peneri nt ahan negara asi ng;
pel ayanan teknis dan admni strasi penbi naan personil Angkatan Darat,



Angkatan Laut, Angkatan Wdara, dan Kepolisian Negara Republik
I ndonesi a yang berkai tan dengan pengangkat an atau penber henti an dal am
jabatan serta kepangkatan perwra Angkatan Darat, Angkatan Laut,
Angkatan Wdara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta
pengangkat an atau penberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang
penet apannya berada pada Presi den;

pel aksanaan urusan admni strasi penganugerahan gel ar pahl anan serta
pel aksanaan kegi atan teknis dan admnistrasi penganugerahan tanda
kehor nat an yang wewenang penet apannya ber ada pada Presi den;

pel aksanaan koor di nasi dengan I nst ansi terkait nengenai
penganuger ahan tanda kehornmatan secara inbal balik antara Penerintah
Republ i k | ndonesi a dengan Peneri ntah Negara Asing;

penbi naan admnistrasi dan penberian petunjuk teknis di bidang
pengananan kepada A udan Presiden dan A udan Vékil Presiden, A udan
isteri/suam Presiden dan Audan Isteri/ suam Vékil Presiden dan
A udan Tamu Negara Asing, serta Dokter Pribadi Presiden dan Dokt er
Pribadi Vékil Presiden;

penyel enggar aan penyusunan per encanaan program dan anggar an, eval uasi
dan pengawasan, admnistrasi keuangan, admnistrasi kepegawai an, dan
admni strasi urusan dalamdi |ingkungan Sekretariat Mliter.

Pasal 21

Sekretariat Mliter terdiri dari paling banyak 5 (lina) Biro, Biro terdiri

dari

paling banyak 5 (lina) Bagian, dan Bagian terdiri dari paling banyak 4

(enpat) Subbagi an.

BAB I |
SEKRETAR AT KABI NET
Bagi an Pertanma
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Pasal 22

Sekretariat Kabi net adal ah | enbaga penerintah yang di pi npin ol eh Sekretaris
Kabi net, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab |angsung kepada
Presi den.

(1)

(2)

Pasal 23

Sekretariat Kabi net nenpunyai tugas nenberikan dukungan teknis dan
admnistrasi, serta analisis kepada Presiden dan Vékil Presiden dal am
nenyel enggar akan kekuasaan penerintahan, penantauan dan eval uasi
pel aksanaan kebi j akan dan program penerintah, penyiapan rancangan
Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan |Instruksi Presiden,
penyi apan penyel enggaraan sidang kabinet serta pengangkatan dan
penber henti an dal am jabatan penerintahan dan kepangkatan pegawai
negeri sipil yang kewenangannya berada di tangan Presiden dan pegawai
negeri sipil di |ingkungan Sekretariat Kabinet.

Dal am nel aksanakan tugasnya, Sekretaris Kabi net nendapat kan pet unj uk
dari Presiden dan kil Presiden.



Pasal 24

Dal am nel aksanakan tugas sebagai nana di naksud dal am Pasal 23 ayat (1),

Sekretariat Kabi net nenyel enggar akan fungsi

a. penant auan dan eval uasi serta penyanpai an analisis atas pel aksanaan
kebi jakan dan program penerintah di bidang politik dan keamanan,
per ekonom an, dan kesej aht eraan rakyat ;

b. penant auan dan eval uasi serta penyanpai an analisis atas pel aksanaan
kebijakan dan program penerintah di bidang hukum dan penberian
dukungan teknis dan admnistrasi serta analisis dalam rangka
penyi apan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan
| nstruksi Presiden.

C. penyel enggaraan dan pengadm ni strasi an si dang-si dang kabi net, rapat
atau pertemuan dengan para Menteri Kabinet dan atau Pejabat Negara
setingkat Menteri dan atau Panglina TN dan atau Kepal a Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan atau Kepala Lenbaga Penerintah Non
Departemen dan atau Pejabat Penerintah Daerah yang dipinpin ol eh
Presiden dan atau Vekil Presiden, pengangkatan dan penberhentian
dal am j abat an penerintahan dan kepangkatan Pegawai Negeri S pil yang
kewenangannya berada di tangan presiden serta pengangkat an,
pem ndahan, dan penberhentian dal am dan dari jabatan atau pangkat
Peganai Negeri S pil di |ingkungan Sekretariat Kabinet;

d. penmant auan rapat-rapat koordinasi yang disel enggarakan ol eh para
Ment eri  Koor di nat or ;
g. pel aksanaan fungsi-fungsi |ain yang di beri kan ol eh Presiden dan Véki |
Presi den.
Pasal 25

Cal am hal Presiden dibantu ol en Saf Khusus, Sekretaris Kabinet nel akukan
tugas koordi nasi pel ayanan admnistrasi yang diperlukan untuk nendukung
kel ancaran tugas sehari-hari Saf Khusus tersebut.

Pasal 26

Saf Khusus Presiden sebagai mana di naksud dal am Pasal 25, diatur dalam
peraturan tersendiri.

Bagi an Kedua
Susunan O gani sasi
Pasal 27

Sekretariat Kabinet terdiri dari :

Deputi Sekretaris Kabi net B dang Peneri nt ahan;

Deputi Sekretaris Kabi net B dang Hukum

Deputi Sekretaris Kabi net B dang Persi dangan dan Dokurnent asi ;
Deputi Sekretaris Kabi net B dang Admnistrasi;

Saf Ahli.

0T

Pasal 28



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

S af

Deputi  Sekretaris Kabi net dang Penerintahan nenpunyai tugas
nenbantu Sekretaris Kabinet dal am nenyel enggarakan penantauan dan
evaluasi, serta analisis atas pel aksanaan kebijakan dan program
penerintah di bidang politik dan keamanan, perekonoman dan
kesej aht er aan rakyat .

Deputi Sekretaris Kabi net dang Hikum nenpunyai tugas nenbantu
Sekretaris Kabinet dal am nenyel enggarakan penantauan dan eval uasi
serta penyanpai an analisis atas pel aksanaan kebijakan penerintah di
bi dang hukum dan penberi an dukungan teknis, admnistrasi dan analisis
dal am rangka penyiapan rancangan Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden, dan Instruksi Presiden.

Deputi  Sekretaris Kabi net dang Persidangan dan Dokunent asi
nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris Kabinet dal am nenyel enggar akan
penyi apan si dang-sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang di pi npin
dan atau dihadiri oleh Presiden dan atau VWékil Presiden, serta
pel aksanaan koordinasi tindak |anjut hasil-hasil sidang kabi net, dan
pengurusan dokunen serta tata wusaha di lingkungan Sekretariat
Kabi net .

Deputi  Sekretaris Kabinet B dang Admnistrasi nenpunyai tugas
nenbantu Sekretaris Kabinet dalam nenyel enggarakan adm ni strasi
pengangkat an, pem ndahan, penberhentian dan pensiun dal am jabatan
serta kepangkatan pegawai negeri sipil dan pejabat negara |ainnya
yang kewenangannya berada di tangan Presiden atau Sekretaris Kabi net,
dan admnistrasi keuangan, unum serta admnistrasi lainnya di
I i ngkungan Sekretariat Kabi net.

Saf Ahli Sekretaris Kabinet nenpunyai tugas nenbantu Sekretaris
Kabi net dal am nel aksanakan pengkajian, dan penyanpai an hasil
analisis, serta saran dal am bidang tertentu berdasarkan keahliannya,
bai k atas permntaan Sekretaris Kabi net naupun atas prakarsa sendiri.

Pasal 29

Deputi terdiri dari paling banyak 5 (lima) Biro, Biro terdiri dari
paling banyak 5 (linma) Bagian, Bagian terdiri dari paling banyak 4
(enpat) Subbagi an.

Jumtah Staf Ahli paling banyak 5 (1ina).

BAB I 1]
STAF KHUSUS

Pasal 30
O lingkungan  Sekretariat Negara dan  Sekretariat Kabi net
nasi ng- nasi ng dapat di angkat paling banyak 3 (tiga) orang Saf Khusus
Menteri Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet.
Saf Khusus Menteri Sekretaris Negara bertanggung jawab kepada
Menteri Sekretaris Negara.
Saf Khusus Sekretaris Kabinet bertanggung jawab kepada Sekretaris
Kabi net .

Pasal 31

Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabi net



nasi ng- nasi ng nenpunyai tugas nenberi kan saran dan pertinbangan kepada
Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabi net sesuai penugasan Menteri
Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 32

Saf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris
Kabi net dal am nel aksanakan tugasnya wajib nenerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan wunit
organi sasi di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.

Cal am rangka terwj udnya pel aksanaan tugas Staf Khusus Menteri
Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet dengan baik,
Sekretaris Menteri Sekretaris Negara dan Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Admnistrasi nengatur tata kerja Staf Khusus Menteri
Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet.

Pasal 33

Pengangkat an Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara ditetapkan dengan
Keput usan Menteri Sekretaris Negara.

Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet ditetapkan dengan
Keput usan Sekretari s Kabi net.

Saf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris
Kabi net dapat berasal dari pegawai negeri atau bukan pegawai negeri .

Pegawai negeri sebagai nana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
Pegawai Negeri S pil, Anggota Tentara Nasi onal |ndonesia, dan Anggota
Kepol i si an Negara Republ i k | ndonesi a.

Pasal 34

Pegawai negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris
Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberhentikan dari | abatan
organi knya selana nenjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan
Saf Khusus Sekretaris Kabinet tanpa kehilangan statusnya sebagai
pegawai negeri .

Pegawai negeri yang diangkat nenjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris
Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet tetap nenerinma gaji sebagai
pegawai negeri .

Pegawai Negeri yang di angkat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris
Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabi net di nai kkan pangkat nya setiap
kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai
dengan ket ent uan perat uran perundang- undangan yang ber| aku.

Pasal 35

Pegawai negeri yang berhenti atau telah berakhir nasa baktinya
sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Saf Khusus
Sekretaris Kabinet, diaktifkan kenbali dalam jabatan organi knya
apabi | a bel um nencapai batas usi a pensi un.

Pegawai negeri yang di angkat sebagai Staf Khusus Menteri Sekretaris
Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabi net di berhentikan dengan hor mat
sebagai pegawai negeri apabila telah nmencapai batas usia pensiun dan
di beri kan  hak-hak kepegawai annya sesuai ketentuan peraturan
per undang- undangan yang ber | aku.



Pasal 36

Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Menteri Sekretaris
Negara dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet diberikan setinggi-tingginya
setingkat dengan jabatan struktural eselon |.Db.

Pasal 37

(1) W©Masa bakti Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Saf Khusus
Sekretaris Kabinet paling |ama sana dengan nasa jabatan Menteri yang
ber sangkut an.

(2) Saf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Staf Khusus Sekretaris
Kabi net apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak
di beri kan pensi un dan uang pesangon.

Pasal 38

Saf Khusus Menteri Sekretaris Negara dan Saf Khusus Sekretaris Kabinet
nmasi ng-masi ng nendapat dukungan admnistrasi dari  Sekretariat Menteri
Sekretaris Negara dan Deputi Sekretaris Kabi net B dang Admni strasi.

Pasal 39

Segal a biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Saf Khusus Menteri
Sekretaris Negara dan Saf Khusus Sekretaris Kabinet di bebankan kepada
Anggar an Pendapat an dan Bel anj a Negar a.

BAB |V
TATA KERJA
Pasal 40

(1) Semua satuan organisasi di |ingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat
Kabi net, Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Mliter, dan
Sekretatiat Veékil Presiden berikut unsur-unsurnya dal am nel aksanakan
tugas dan kegi atannya waj i b nenerapkan prinsip kordinasi, integrasi,
dan si nkroni sasi .

(2) Koordinasi tersebut neliputi kebijakan, strategi, perencanaan,
pel aksanaan dan pengawasan.

(3) Wtuk nendukung kel ancaran koordi nasi kegi atan tersebut, di kenbangkan
si stem konuni kasi terbuka, bai k secara formal naupun secara infornal .

Pasal 41

Setiap pinpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet, Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Mliter, dan
Sekretariat Vékil Presiden bertanggung jawab nem npi n dan nengkoor di nasi kan
bawahannya nmasing-nasing dan nenberikan binbingan serta arahan bagi
pel aksanaan tugas bawahan.

Pasal 42



(1)

(2)

(3)

Penyanpai an petunjuk, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan
penyanpai an |aporan kepada Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris
Kabi net, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Mliter, dan
Sekretaris Vdékil Presiden, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
ti ngkat an j abat an dal am susunan organi sasi nasi ng-nasi ng unit kerj a.
Dal am keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang nenerl ukan
kecepatan atau nenerlukan kerahasiaan, Mnteri Sekretaris Negara,
Sekretaris Kabinet, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris
Mliter, dan Sekretaris Vékil Presiden dapat |angsung nenugaskan
pejabat di lingkungan nasing-masing untuk nenbantunya dal am
nenyel esai kan suatu tugas.

Dal am hal sebagai nana dinaksud dalam ayat (2), pejabat yang
ditugaskan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepal a
Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Mliter, dan Sekretaris Vékil
Presiden waji b nel aporkan hasil pel aksanaannya kepada pej abat Esel on
| yang nenj adi at asan dal am sat uan kerj anya.

Pasal 43

Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet sesuai dengan tugas dan

f ungsi

nmasi ng- masi ng nenbubuhkan paraf pada |enbar kedua setiap dokunen

yang perlu ditandat angani Presi den.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

BAB V

PENGANGKATAN  PEVBERHENTT AN
DAN ESHLON

Pasal 44

Pejabat eselon | Sekretariat Negara, Sekretariat Mliter, Rumah
Tangga Kepresidenan, dan Sekretariat Vékil Presiden diangkat dan
di berhenti kan ol en Presiden atas usul Menteri Sekretaris Negara.
Pejabat eselon | Sekretariat Kabinet di angkat dan di berhentikan ol eh
Presiden atas usul Sekretaris Kabinet.

Pasal 45
Pejabat eselon 1l ke bawah di lingkungan Sekretariat Negara,

Sekretariat Mliter, Runmah Tangga Kepresi denan, dan Sekretariat VéKil
Presi den di angkat dan di berhenti kan ol eh Menteri Sekretaris Negara.

Pejabat eselon IlI ke bawah di lingkungan Sekretariat Kabinet,
di angkat dan di berhentikan ol eh Sekretaris Kabi net.
Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat

Mliter, Runah Tangga Kepresidenan, dan Sekretariat Wékil Presiden
di angkat dan diberhentikan oleh Mnteri Sekretaris Negara sesuai
per at ur an per undang- undangan yang ber | aku.

Pejabat Fungsional di |ingkungan Sekretariat Kabinet diangkat dan
di berhenti kan Sekretaris Kabi net sesuai peraturan perundang- undangan
yang ber | aku.

Pasal 46

Kepala Runmah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Mliter, Sekretaris



VWkil Presiden, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara, dan Deputi
adal ah jabatan struktural eselon I.a
(2) Staf Ahli adal ah jabatan struktural eselon I.b.
(3) Kepala Biro dan Kepal a Pusat adal ah jabatan struktural eselon I1.a.
(4) Kepala Bagian, Kepala B dang, Kepala Istana, dan Kepala ULhit adal ah

jabatan struktural eselon IIl.a.
(5 Kepal a Subbagi an, Kepal a Subbi dang adal ah jabatan struktural eselon
V. a.
Pasal 47

Pejabat struktural eselon |.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli,
tetap diberikan eselon |.a.

Pasal 48

(1) Penjabaran lebih lanjut organisasi di |ingkungan Sekretariat Negara
ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara berdasar kan nasukan- nasukan
dari Sekretaris Mliter, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, dan
Sekretaris Vkil Presiden setel ah nendapat pertinbangan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di  bi dang pendayagunaan apar at ur
negar a.

(2) Penjabaran lebih lanjut organisasi Sekretariat Kabinet, ditetapkan
ol eh Sekretaris Kabinet setelah nendapat pertinbangan tertulis dari
Menteri  yang bertanggungjawab di  bidang pendayagunaan apar at ur
negar a.

BAB MV
PEMBI AYAAN
Pasal 49
Segal a penbiayaan yang diperlukan bagi pel aksanaan tugas Sekretariat
Negar a, Sekretari at Kabi net , Sekretari at Mliter, Rumah  Tangga
Kepresi denan, dan Sekretariat Wékil Presiden dibebankan pada Anggaran
Pendapat an dan Bel anj a Negar a.
BAB M |
KETENTUAN PERALI HAN
Pasal 50
Pada saat nulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang
beserta pej abat yang nmenangku jabatan di |ingkungan Sekretariat Negara dan
Sekretariat Kabinet, tetap nelaksanakan tugasnya sebagai nana nestinya
sanpai dengan di atur kenbal i berdasarkan Peraturan Presiden ini.
BAB M | |
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51



Dengan di ber | akukannya Peraturan Presiden ini, naka :

gl NP

Keput usan Presiden Nonor 156 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan O ganisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Mliter;
Keputusan Presiden Nonmor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat V¥kil
Presi den;

Keput usan Presi den Nonor 68 Tahun 2000 tentang Sekretariat Presiden;
Keput usan Presi den Nonor 111 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabi net;
Keput usan Presiden Nonmor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara,
sebagai nana tel ah diubah dengan Keputusan Presiden Nonor 52 Tahun
2001;

di nyat akan tidak berl aku.

Pasal 52

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 April 2005

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

D. H SUS LO BAMBANG YUDHOYONO



